
Pengantar Soal:
1. Bahwa soal berupa salinan permohonan yang telah diregistrasi dengan Nomor Perkara 234-3/PHPU.DPD/XXII/2024 bertanggal 22 April 2024. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan kepada Bawaslu disertai permintaan Keterangan Bawaslu. Adapun untuk sidang Pemeriksaan Persidangan akan diselenggarakan pada Rabu, 8 Mei 2024.
2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 212/BAWASLU/IV/2024  bertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani Ketua Bawaslu RI menunjuk saudara/i sebagai kuasa hukum untuk mewakili kepentingan Bawaslu terhadap permohonan Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 6. Untuk itu, saudara/i terlebih dahulu akan menyusun Keterangan Bawaslu berdasarkan Lampiran IV PMK 3/2023;
3. [bookmark: _GoBack]Untuk keseragaman mengenai alamat, dalam hal ini Bawaslu beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Adapun untuk domisili hukum saudara/i sebagai kuasa hukum di Jalan Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Selamat mengerjakan!!!





















Jakarta, 24 Maret 2024

Hal :	Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 789/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024.
		
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi 
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 
Jakarta Pusat 

Dengan hormat,  bersama ini kami:
Nama	: 	Naga Bonar
Alamat	: 	Jalan Penantian Nomor 31, Kota Medan, Sumatera Utara
			nomor telepon/HP: 081312345678 
			email: bonar.calegdpd@gmail.com
Perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK.01/03/2024 bertanggal 23 Maret 2023 dalam hal ini memberi kuasa kepada: 
1) Dr. Prima Putra, S.H., M.H.
2) Umi Utami, S.H., M.H.
3) Fajar Rahman, S.H.
kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor PP and Partners yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 100, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP: 021-987654, email: pp.lawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai...................................................................Pemohon;
terhadap
Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, 
selanjutnya disebut sebagai .............................................................Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 789/Kpts/KPU/IV/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2024, pukul 15.00 WIB, sebagai berikut:
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 
c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 789/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024, pukul 15.00 WIB (bukti P-1);
f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD. 

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan  berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah calon anggota DPD peserta Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/KPU/IX/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 bertanggal 6 September 2023, Pemohon adalah perseorangan peserta pemilu anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara, Nomor Urut 6 (Bukti P-2);
d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 789/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 789/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2023 pukul 15.00 WIB;
c. Bahwa  Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 19.00 WIB. 
d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 	
IV. POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 789/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024, sepanjang penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilu tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa perolehan suara sah Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:
	No
Urut
	Nama Calon
Anggota DPD
	Suara
Sah

	1
	Abdul Latief 
	418.659

	2
	Bintang Bersinar
	496.760

	3
	Dermawan 
	238.030

	4
	Damai Putri 
	448.047

	5
	Dewi Batubara 
	790.346

	6
	Naga Bonar
	496.618

	7
	Maimunah
	518.926

	8
	Purwanto 
	491.422

	9
	Topan Ali 
	329.191

	10
	William 
	803.638




















3. Bahwa seharusnya total perolehan suara sah Calon Anggota DPD Pemilihan Provinsi Sumatera Utara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:
	No
Urut
	Nama Calon
Anggota DPD
	Suara
Sah

	1
	Abdul Latief 
	418.659

	2
	Bintang Bersinar
	495.828

	3
	Dermawan 
	238.030

	4
	Damai Putri 
	448.047

	5
	Dewi Batubara 
	790.346

	6
	Naga Bonar
	496.624

	7
	Maimunah
	518.926

	8
	Purwanto 
	491.422

	9
	Topan Ali 
	329.191

	10
	William 
	803.638




















4. Bahwa perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di atas disebabkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon untuk perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan, dengan perincian sebagai berikut:
	No
	Kecamatan
	Kelurahan/
Desa
	TPS
	Suara
DPD No.
 2
	Keterangan


	1
	Hibala
	Baruyu Siboho’u
	TPS 01
	0
	Perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 2 di Kecamatan Hibala pada formulir Model DA-1 sebanyak 606 suara, sedangkan dari seluruh formulir Model C1 sebanyak 570 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 36 suara (Bukti P-3 s/d P-25)

	2
	Hibala
	Baruyu Siboho’u
	TPS 02
	0
	

	3
	Hibala
	Bawonifaoso
	TPS 01
	0
	

	4
	Hibala
	Duru
	TPS 01
	0
	

	5
	Hibala
	E’ho
	TPS 01
	0
	

	6
	Hibala
	Hilianombasela
	TPS 01
	0
	

	7
	Hibala
	Hilianombasela
	TPS 02
	0
	

	8
	Hibala
	Hilikana
	TPS 01
	28
	

	9
	Hibala
	Hilinifaise
	TPS 01
	0
	

	10
	Hibala
	Hilioroma’o
	TPS 01
	0
	

	11
	Hibala
	Hilioroma’o
	TPS 02
	0
	

	12
	Hibala
	Hilirodua Tebolo
	TPS 01
	0
	

	13
	Hibala
	Lumbui Melayu
	TPS 01
	0
	

	14
	Hibala
	Omega
	TPS 01
	8
	

	15
	Hibala
	Sepakat
	TPS 01
	0
	

	16
	Hibala
	Sialema
	TPS 01
	0
	

	17
	Hibala
	Sialema
	TPS 02
	0
	

	18
	Hibala
	Tano Makino
	TPS 01
	0
	

	19
	Hibala
	Tembolo Melayu
	TPS 01
	0
	

	20
	Hibala
	Tuwaso
	TPS 01
	0
	

	
21

	Huruna
	Ehosakhozi
	TPS 02
	29
	Berdasarkan formulir Model C-1 Calon Anggota DPD Nomor Urut 2 memperoleh 30 suara namun pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Huruna menjadi 56 suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 26 suara (Bukti P-26 s.d. P-28)

	22
	Huruna
	Hilimanawa
	TPS 02
	9
	

	23
	Huruna
	Hilifalawu
	TPS 02
	18
	

	24
	Onohazumba
	Sisobahili Huruwa
	TPS 01
	39
	Berdasarkan formulir Model C-1 Nomor Urut 2 memperoleh 34 suara namun di formulir Model DA-1 sebanyak 39, Terdapat penambahan sebanyak 5 suara (Bukti P-29)

	25
	Onohazumba
	Sisobahili
Huruwa
	TPS 02
	110
	Berdasarkan formulir Model C-1 Calon Anggota DPD Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara namun tertulis di formulir Model DA-1 sebanyak 110 sehingga terjadi penambahan sebanyak 110 suara (Bukti P-30)

	26
	Teluk Dalam
	Bawoza’ua
	TPS 01
	38
	Di 3 TPS ini perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 2 sebanyak 97, namun tertulis di formulir Model DA1 berjumlah 117 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 20 suara (Bukti P-31 s/d P-34)

	27
	Teluk Dalam
	Bawoza’ua
	TPS 02
	34
	

	28
	Teluk Dalam
	Bawoza’ua
	TPS 03
	25
	

	29
	Teluk Dalam
	Hiliganowo
	TPS 01
	
	Perolehan suara Pemohon di 2 TPS sebanyak 7 suara namun tertuis di fomulir Model DA1 sebanyak 1 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara (Bukti P-35 s/d P-36)

	30
	Teluk Dalam
	Hiliganowo
	TPS 02
	
	

	31
	Simuk
	Perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 2 di Formulir DA-1 sebanyak 133 suara, namun di Formulir DB-1 sebanyak 137 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 4 suara (Bukti P-37 & Bukti P-38)

	32
	Luaha Gunde Maniamolo
	Perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 2 di Kecamatan Hibala pada formulir Model DA-1 sebanyak 1.160 suara, sedangkan dari seluruh formulir Model C1 sebanyak 963 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 197  suara (Bukti P-39 s/d P-50)























5. Bahwa berdasarkan uraian kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di atas, Calon Anggota DPD Nomor Urut 2 mendapatkan penambahan suara sebanyak 932 suara, sehingga perolehan suaranya seharusnya sebanyak 495.828 suara. Sebaliknya, Pemohon mengalami kerugian berupa pengurangan suara sebanyak 6 suara, sehingga perolehan suara Pemohon seharusnya sebanyak 496.624 suara, sehingga menempati urutan keempat dan terpilih sebagai Calon Anggota DPD mewakili Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:
	No
Urut
	Nama Calon
Anggota DPD
	Suara
Sah
	Peringkat

	1
	Abdul Latief 
	418.659
	

	2
	Bintang Bersinar
	495.828
	5

	3
	Dermawan 
	238.030
	

	4
	Damai Putri 
	448.047
	

	5
	Dewi Batubara 
	790.346
	2

	6
	Naga Bonar
	496.624
	4

	7
	Maimunah
	518.926
	3

	8
	Purwanto 
	491.422
	

	9
	Topan Ali 
	329.191
	

	10
	William 
	803.638
	1












V. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 789/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 untuk Provinsi Sumatera Utara, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:
	No
Urut
	Nama Calon
Anggota DPD
	Suara
Sah

	1
	Abdul Latief 
	418.659

	2
	Bintang Bersinar
	495.828

	3
	Dermawan 
	238.030

	4
	Damai Putri 
	448.047

	5
	Dewi Batubara 
	790.346

	6
	Naga Bonar
	496.624

	7
	Maimunah
	518.926

	8
	Purwanto 
	491.422

	9
	Topan Ali 
	329.191

	10
	William 
	803.638







4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

	[bookmark: _Hlk525280043]ttd.

Dr. Prima Putra, S.H., M.H.


	ttd.


Umi Utami, S.H., M.H.

	ttd.


Fajar Rahman, S.H.











DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON
	NO.
	KODE BUKTI
	
	URAIAN BUKTI

	1.
	Bukti P-1
	:
	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 789/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024;

	2.
	Bukti P-2
	:
	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/KPU/IX/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 bertanggal 6 September 2023;

	3.
	Bukti P-3
	:
	Fotokopi formulir Model DA1-DPD Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias;

	4.
	Bukti P-4
	
	Fotokopi formulir Model DB1-DPD Kabupaten Nias;
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